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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

                                    NOMOR 42/PERMEN-KP/2018/PERMEN-KP/2018 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk  mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang 

cerdas, akuntabel, integritas, netral, profesional, 

berkinerja tinggi, dan bertanggung jawab, diperlukan 

pegawai negeri sipil yang kompeten melalui sistem 

pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas 

pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 

serta menindaklanjuti Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebutuhan 

PNS di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2018, perlu disusun pedoman 

pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang  

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  

Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan  

atas  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2015 

tentang  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 5); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1521); 

6. Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor  7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 6/ PERMEN-KP/2017   tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Kelautan  

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 317); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan 

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan 

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas 

Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186); 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781); 

10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara  Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan 

Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 640); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

2. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan pengisian 

kebutuhan yang lowong dimulai dari perencanaan, 

pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, 

pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS 

dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan 

menjadi PNS. 

3. Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disingkat 

SKD adalah  materi  tes  yang  diujikan  kepada 

peserta dengan muatan materi Tes Intelegensi Umum, 

Tes Karakteristik Pribadi, dan Tes Wawasan 

Kebangsaan melalui Computer Assisted Test (CAT). 

4. Seleksi Kompetensi Bidang, yang selanjutnya  

disingkat SKB adalah materi  tes  yang diujikan kepada 

peserta untuk mengukur kemampuan dan/atau 

keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan 

kompetensi jabatan atau pekerjaan yang dapat 

dilakukan melalui CAT, wawancara, uji persyaratan 

fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa sesuai 

dengan persyaratan Jabatan pada Instansi Pemerintah 

5. Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan  

dari seorang peserta ujian Pengadaan PNS sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Nasional yang 

selanjutnya disebut dengan Panselnas adalah panitia 
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seleksi yang menyelenggarakan pengadaan PNS secara 

nasional. 

7. Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kementerian Kelautan 

dan Perikanan yang selanjutnya  disebut  dengan 

Panitia Seleksi Kementerian adalah panitia yang  

bertugas  untuk  melakukan  seleksi Pengadaan PNS di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dengan menggunakan kriteria  dan persyaratan yang 

telah ditetapkan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. 

9. Pimpinan Unit Kerja Penerima Formasi yang 

selanjutnya disebut User adalah pejabat yang 

diberikan tugas untuk melakukan wawancara dan 

memberikan rekomendasi. 

10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

 

Pasal 2 

(1) Pedoman Pengadaan PNS merupakan acuan bagi  PPK, 

Panitia Seleksi Kementerian, dan pejabat lain yang 

secara fungsional bertanggung jawab di bidang sumber 

daya manusia aparatur dalam melaksanakan 

pengadaan PNS di lingkungan Kementerian. 

(2) Pedoman Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-

KP/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1725), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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